PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1999
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)

PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan
usaha Perusahaan Umum (PERUM) Pengembangan Keuangan
Koperasi, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan
modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan
Umum (PERUM) tersebut;

b. bahwa kekayaan Negara yang bersumber dari dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 yang
telah digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan
Umum (PERUM) Pengembangan Keuangan Koperasi, dapat
ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam
modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengembangan Keuangan
Koperasi;

c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang
Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan
Umum (PERUM) Pengembangan Keuangan Koperasi (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 38);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan
Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)



